PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata
kembali organisasi Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagairnana dimaksud

dalam huruf a, perlu menata Organisasi Dinas Daerah Provinsi Jawa
Timur dalam Peraturan Daerah.

—

Mengingat . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 ;

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Timur Juncto Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang
Mengadakan Perubahan dalam Undang - Undang Tahun 1950 Nomor
2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 32) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741) ;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Tahun 2005 Seri E) ;

12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tirnur.
c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
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d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
e. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas di
lapangan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas Provinsi yang
ada di Kabupaten / Kota.

BAB Il
PEMBENTUKAN DINAS DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Jawa
Timur, terdiri atas :

Dinas Kesehatan ;

Dinas Sosial ;

Dinas Pendidikan ;

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Dinas Komunikasi dan Informatika ;

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan ;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;

Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) ;
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan ;
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Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

=~

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ;

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang ;
. Dinas Pertanian;

Dinas Perkebunan;

Dinas Peternakan ;

Dinas Perikanan dan Kelautan ;

Dinas Kehutanan ;
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral,

-~ »

Dinas Pendapatan.

BAB Il
DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah,
dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang kesehatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang kesehatan ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4
Dinas Kesehatan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang;
2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus;
3. Seksi Kesehatan Keluarga.
d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, membawahi:
1. Seksi Pemberantasan Penyakit ;

2. Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan ;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahi;

1. Seksi Perencanaan Pendayagunaan dan Pengembangan SDM
Kesehatan ;

2. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan ;
3. Seksi Pembiayaan Kesehatan.

f. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat,
membawahi:

1. Seksi Gizi;

2. Seksi Promosi Kesehatan ;

3. Seksi Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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BAB IV
DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 5

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonorni daerah, dipimpin
oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
sosial.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang sosial ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

Dinas Sosial, terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha ;

2. Sub Bagian Perlengkapan;

3. Sub Bagian Penyusunan Program;

4. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :

1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna
Sosial ;

3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Caeat.
d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :

1. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat;

2. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;

3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Masyarakat Terpeneil.
e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahi :

1. Seksi Bantuan Karban Beneana ;

2. Seksi Pengelalaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial;
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3. Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial.

f. Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteman Sosial (UKS),
membawahi :

1. Seksi Pengembangan Kelembagaan UKS dan Pembinaan Lanjut ;
2. Seksi Penyuluhan dan Publikasi.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pclaksana otonomi daerah,
dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur rnelalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang pendidikan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pendidikan ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8
Dinas Pendidikan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pendidikan TK / SD dan Pendidikan Khusus, membawahi:
1. Seksi Pendidikan Taman Kanak - Kanak;
2. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar ;
3. Seksi Pendidikan Khusus.
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d. Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah
Atas, membawahi :

1. Seksi Manajemen :
2. Seksi Kurikulum:
3. Seksi Sarana Prasarana.

e. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi,
membawahi :

1. Seksi Manajemen ;
2. Seksi Kurikulum ;
3. Seksi Sarana Prasarana.

f. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Nilai Budaya,
membawahi:

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
2. Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) dan Kesetaraan ;
3. Seksi Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa.
g. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawabhi :
1. Seksi Tenaga Pendidik ;
2. Seksi Tenaga Kependidikan ;
3. Seksi Tenaga Pendidikan Non Formal dan Informal.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 9
(1) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan
unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas,

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan lalu lintas
angkutan jalan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas  Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan lalu lintas
angkutan jalan ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan;
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c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
tugasnya ;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 10

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri atas:

a.
b.

Kepala Dinas

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha ;

2. Sub Bagian Penyusunan Program;

3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pengembangan Transportasi, membawabhi :
1. Seksi Pengembangan Sistem ;

2. Seksi Pengembangan Prasarana;

3. Seksi Pengembangan Sarana.

. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa ;

2. Seksi Akreditasi Sarana Dan Prasarana ;
3. Seksi Teknik Rancang Bangun.

Bidang Angkutan Jalan, membawabhi :

1. Seksi Angkutan Dalam Trayek ;

2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek ;

3. Seksi Pembinaan Angkutan.

lingkup

Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan,

membawahi :

1. Seksi Bimbingan dan Keselamatan :
2. Seksi Fasilitasi Operasional ;

3. Seksi Pengawasan dan Penertiban.

Penyeberangan (LLASDP), rnembawabhi :
1. Seksi Perkeretaapian;

. Bidang Perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan

2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

(LLASDP) ;

3. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional
Perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan (LLASDP).

. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :

1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut ;
2. Seksi Kepelabuhanan ;
3. Seksi Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran.
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i. Bidang Perhubungan Udara, membawabhi :
1. Seksi Angkutan Udara ;
2. Seksi Keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi Kelaikan Udara.
3. Seksi Teknik Kebandar Udaraan dan Fasilitas Elektronika Listrik.
j-  Unit Pelaksana Teknis Dinas.
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB Vi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 11

(1) Dinas Komunikasi dan Inforrnatika merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika mernpunyai tugas melaksanakan
urusan perherintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pernbantuan di bidang kornunikasi dan informatika.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan
informatika ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang komunikasi dan informatika :

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 12

Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha ;

2. Sub Bagian Penyusunan Program;

3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pengembangan Teknologi Informatika, membawahi

1. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak ;

2. Seksi Pengembangan Perangkat Keras ;

3. Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
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d. Bidang Diseminasi dan Informasi, membawahi :
1. Seksi Layanan Informasi Publik
2. Seksi Media Interaktif ;
3. Seksi Media Informasi.
e. Bidang Jaringan Komunikasi, membawabhi :
1. Seksi Komunikasi Sosial ;
2. Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi ;
3. Seksi Komunikasi Pemerintah.

f. Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pemerintah ;

2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Masyarakat;

3. Seksi Pengembangan Muatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

g. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawabhi :
1. Seksi Pos dan Filateli ;
2. Seksi Telekomunikasi ;
3. Seksi Pengawasan dan Penertiban.

h. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi, membawahi:

1. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi ;

2. Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi;

3. Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
j-  Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIl
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 13

(1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dipimpin oleh
seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi
dan kependudukan.
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan  Kependudukan
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi
dan kependudukan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya ;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 14
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi :
1. Seksi Instruktur Pelatihan ;
2. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Pemagangan ;
3. Seksi Lembaga Latihan dan Produktivitas.
d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
1. Seksi Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja ;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
3. Seksi Perluasan Tenaga Kerja.
e. Bidang HUbungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi :
1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
2. Seksi Perbaikan Syarat Kerja, Upah dan Kesejahteraan ;
3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
f. Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, membawabhi :
1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
2. Seksi Keselamatan Kerja ;
3. Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja.
g. Bidang Kependudukan, membawahi :
1. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
2. Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk ;
3. Seksi Perkembangan dan Pengkajian Penduduk.
h. Bidang Mobilitas Penduduk, membawabhi :
1. Seksi Penyiapan Pendaftaran dan Seleksi ;
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2.
3.

Seksi Pelayanan Transmigrasi ;
Seksi Penataan dan Pemberdayaan Penduduk.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

j-  Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 15

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala
dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyal tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang kebuclayaan dan
pariwisata;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang kebudayaan dan pariwisata ;

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 16

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :

1.
2.
3.

Sub Bagian Tata Usaha ;
Sub Bagian Penyusunan Program,;
Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Budaya, Seni dan Perfilman, membawahi :

1.
2.
3.

Seksi Budaya ;
Seksi Kesenian ;
Seksi Perfilman.

d. Bidang Sejarah, Museum dan Purbakala, membawahi :

1.
2.

Seksi Sejarah ;

Seksi Permuseuman;
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3. Seksi Kepurbakalaan.
e. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawabhi :
1. Seksi Usaha Sarana Pariwisata ;
2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata ;
3. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata.
f. Bidang Pemasaran, membawahi :
1. Seksi Data dan Informasi ;
2. Seksi Analisa Pasar;
3. Seksi Promosi dan Kerjasama.
g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, membawabhi:
1. Seksi Ketenagakerjaan dan Pelatihan ;
2. Seksi Bimbingan Masyarakat ;
3. Seksi Peran Serta Masyarakat.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X
DINAS KOPERASI DAN USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 17

(1) Dinas Koperasi dan UMKM dipimpin oleb seorang kepala dinas, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Koperasi dan UMKM, mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang koperasi dan UMKM.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Koperasi dan UMKM, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang koperasi dan UMKM ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 18

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ProvinsiJawa
Timur, terdiri atas :

a. Kepala Dinas
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b. Sekretariat, membawahi'":
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :
1. Seksi Organisasi dan Tatalaksana ;
2. Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum ;
3. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas.
d. Bidang Usaha Koperasi, membawabhi :
1. Seksi Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ;
2. Seksi Usaha Perikanan dan Peternakan ;
3. Seksi Usaha Perdagangan, Industri dan Pertambangan.
e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), membawahi:
1. Seksi Pengembangan Kerja sama UMKM ;
2. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis ;
3. Seksi Pengembangan Pemasaran.

f. Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam,
membawahi:

1. Seksi Usaha Simpan Pinjam :
2. Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.;
3. Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 19

(1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dipimpin oleh seorang kepala
dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan
keolahragaan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
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c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 20
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pengembangan Organisasi Pemuda, membawahi :
1. Seksi Organisasi Jalur Kemasyarakatan Pemuda ;
2. Seksi Organisasi Jalur Pendidikan;
3. Seksi Organisasi Jalur Minat dan Bakat.
d. Bidang Pengembangan Aktivitas Pemuda, membawahi :
1. Seksi Kepemimpinan dan Kepcloporan ;
2. Seksi Wawasan dan Kreativitas
3. Seksi Kewirausahaan.
e. Bidang Pengembangan Olah Raga Prestasi, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lImu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Olah Raga;

2. Seksi Pembibitan Olah Raga;
3. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan Olah Raga.
f. Bidang Pengembangan membawabhi:
1. Seksi Olah Raga Khusus ;
2. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olah Raga Tradisonal ;
3. Seksi Olall Raga Massal.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIi
DINAS PEKERJAAN UMUM GINA MARGA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 21

(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala
dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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(2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, mempunyai
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan as as
otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina

marga.

tugas

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina

marga;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pekerjaan umum bina marga ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
tugasnya ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 22

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri atas :

a.
b.

Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha ;

2. Sub Bagian Penyusunan Program;

3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pengaturan dan Pengendalian, membawahi :
1. Seksi Pengaturan Jalan dan Jembatan ;

2. Seksi Pengendalian Jalan dan Jernbatan ;

3. Seksi Administrasi Teknik Pengaturan Jalan dan Jembatan.

Bidang Bina Teknik, membawahi :

1. Seksi Bina Teknik Jalan ;

2. Seksi Bina Teknik Jembatan ;

3. Seksi Administarsi Teknik Bintek Jalan dan Jembatan.
Bidang Pembangunan dan Peningkalan, membawabhi :

1. Seksi Pembangunan dan Peningkalan Jalan ;

2. Seksi Pembangunan dan Peningkalan Jembatan ;

lingkup

3. Seksi Administarsi Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Bidang Pemeliharaan, membawahi :
1. Seksi Pemeliharaan Jalan ;
2. Seksi Pemeliharaan Jembatan ;

3. Seksi Administarsi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

. Unit Pelaksana Teknis Dinas
. Kelompok Jabatan Fungsional
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BAB XIll
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 23

(1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh seorang kepala
dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang pekerjaan umum pengairan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pekerjaan umum pengairan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 24
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan , terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air
2. Seksi Informasi dan Penyuluhan Surnber Daya Air
3. Seksi Survei, Penelitian dan Pemetaan
d. Bidang Pembangunan dan Pengembangan, membawahi:
1. Seksi Tata Teknis ;
2. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Air Permukaan;
3. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Irigasi.
e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan, membawahi :
1. Seksi Operasi ;
2. Seksi Pemeliharaan;
3. Seksi Banjir dan Pengamanan Fungsi Sumber Air.
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f. Bidang Bina Manfaat, membawahi :
1. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Asset;
2. Seksi Kerja sama dan Pemberdayaan Masyarakat ;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIV
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 25

(1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh
seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, mempunyai
tugas meiaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta
karya dan tata ruang.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang,
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum cipta karya
dan tata ruang;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 26

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri alas:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha ;

2. Sub Bagian Penyusunan Program;

3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Tata Ruang, membawabhi :

1. Seksi Penataan Ruang Provinsi;

2. Seksi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan;
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3. Seksi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan;
4. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang.
d. Bidang Tata Bangunan, membawabhi :
1. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung ;
2. Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung ;
3. Seksi Jasa Kontruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung.
e. Bidang Perumahan, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Perumahan ;
2. Seksi Perumahan Perkotaan dan Perdesaan.
f. Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi:

1. Seksi Perencanaan Air Bersih Penyehatan Lingkungan
Permukiman ;

2. Seksi Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman Perkotaan ;
3. Seksi Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XV
DINAS PERTANIAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 27

(1) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Dinas  Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang pertanian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Pertanian, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pertanian ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya ;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 28
Dinas Pertanian, terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahi :
1. Seksi Padi:
2. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
3. Seksi Serealia lainnya.
d. Bidang Produksi Hortikultura, membawabhi :
1. Seksi Buah-buahan;
2. Seksi Sayuran;
3. Seksi Tanaman Hias dan Biofarmaka.
e. Bidang Sarana Prasarana, membawahi :
1. Seksi Sarana Produksi ;
2. Seksi Pendayagunaan Lahan dan Air;
3. Seksi Pembiayaan dan Permodalan .
f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawabhi
1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
2. Seksi Pemasaran hasil;
3. Seksi Pengembangan Usaha.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVI
DINAS PERKEBUNAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 29

(1) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Dinas Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang perkebunan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan ;
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b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perkebunan ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 30
Dinas Perkebunan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
1. Seksi Sarana Produksi;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan.
d. Bidang Produksi, membawahi :
1. Seksi Tanaman Semusim;
2. Seksi Tanaman Tahunan ;
3. Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar.
e. Bidang Perlindungan Perkebunan, membawahi :
1. Seksi Konservasi ;
2. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
3. Seksi Gangguan Usaha Perkebunan.
f. Bidang Usaha Tani, membawahi
1. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran;
2. Seksi Pengolahan Hasil ;
3. Seksi Kelembagaan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVII
DINAS PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan,Tugas dan Fungsi
Pasal 31

(1) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
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(2) Dinas Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang peternakan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Peternakan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang peternakan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 32
Dinas Peternakan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Kesehatan Hewan, membawabhi :

1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik
Veteriner;

2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
3. Seksi Pengawasan Obat Hewan.
d. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawabhi:
1. Seksi Produk Pangan Asal Hewan ;
2. Seksi Produk Non Pangan Asal Hewan;
3. Seksi Hygiene Sanitasi dan Kesejahtcraan Hewan.

e. Bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya,
membawahi :

1. Seksi Kawasan dan Pembibitan ;
2. Seksi Pakan dan Teknologi ;

3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan hewan
Lainnya.

f. Bidang Agribisnis, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Keahlian, Informasi dan Perijinan ;
2. Seksi Kelembagaan SDM dan Penyuluhan ;
3. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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BAB XVIII
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Bagian Kesatu
Kedudukan,Tugas dan Fungsi
Pasal 33

(1) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang kepala dinas,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan dacrah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang perikanan dan kelautan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Perikanan dan Kelautan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perikanan dan kelautan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya ;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 34
Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan;
4. Sub Bagian Perlengkapan.
c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
1. Seksi Produksi;
2. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budldaya,
3. Seksi Kesehatan lkan Budidaya dan Lingkungan;
d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
1. Seksi Eksploitasi dan Teknologi;
2. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap;
3. Seksi Operasional Pelabuhan.
e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, membawahi :
1. Seksi Kelautan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
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f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi:
1. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran ;
2. Seksi Bina Mutu ;
3. Seksi Pelayanan Usaha.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XIX
DINAS KEHUTANAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 35

(1) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang kepala dmas, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Dinas Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang kehutanan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang kehutanan ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 36
Dinas Kehutanan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Planologi Kehutanan, membawahi :
1. Seksi Inventarisasi Kehutanan ;
2. Seksi Data dan Statistik Kehutanan ;
3. Seksi Informasi dan Kerjasama.
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d. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam,
membawabhi:

1. Seksi Pemantapan dan Perpetaan Kawasan Hutan ;
2. Seksi Perlindungan Hutan ;
3. Seksi Konservasi dan Wisata Alam.
e. Bidang Bina Produksi Kehutanan, membawabhi :
1. Seksi Produksi Hasil Hutan ;
2. Seksi Tertib Peredaran dan luran Hasil Hutan.
3. Seksi Industri Hasil Hutari.
f. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahi:
1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
2. Seksi Bimbingan Teknis dan Kelembagaan ;
3. Seksi Perhutanan Sosial.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XX
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 37

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala
dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan, mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan
perdagangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan
perdagangan ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perindustrian dan perdagangan ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tug as sesuai dengan lingkup
tugasnya ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 38
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan;
4. Sub Bagian Perlengkapan.
c. Bidang Standarisasi dan Desain Produk Industri, membawahi :
1. Seksi Standarisasi dan HKI Industri ;
2. Seksi Desain Produksi Industri.
d. Bidang Industri Agro dan Kimia, membawahi :
1. Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau ;
2. Seksi Hasil Pertanian dan Kehutanan ;
3. Seksi Industri Kimia.
e. Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, membawabhi :
1. Seksi Industri Logam dan Mesin ;
2. Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil ;
3. Seksi Industri Aneka.

f. Bidang Industri Alat Tranportasi, Elektronika dan Telematika,
membawahi:

1. Seksi Industri Alat Angkut Darat dan Jasa Keteknikan
2. Seksi Industri Maritim ;
3. Seksi Industri Elektronika dan Telematika.
g. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi
1. Seksi Bina Pasar dan Distribusi ;

2. Seksi Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
dan Pengembangan Usaha ;

3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen.
h. Bidang Perdagangan Internasional, membawahi

1. Seksi Eksport ;

2. Seksi Import ;

3. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional.
i. Bidang Metrologi, membawahi

1. Seksi Pengelolaan Standar dan Laboratorium ;

2. Seksi Pengawasan dan Penyidikan :

3. Seksi Sarana dan Penyuluhan Kemetrologian.
j-  Unit Pelaksana Teknis Dinas
k. Kelompok Jabatan Fungsional
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BAB XXI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 39

(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipirnpin oleh seorang kepala
dinas, yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya
mineral.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya
mineral;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang energi dan sumber daya mineral,

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya ;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 40
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pertambangan Umum dan Migas, membawabhi:
1. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas ;
2. Seksi Pemanfataan dan Konservasi Pertambangan Umum dan
Migas ;
3. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas.
d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi:
1. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan;
2. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan;
3. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan.
e. Bidang Air Tanah, membawabhi :
1. Seksi Inventarisasi Air Tanah ;
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2. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah;
3. Seksi Pengawasan Air Tanah.
f. Bidang Geologi, membawahi:
1. Seksi Inventarisasi Geologi ;
2. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ;
3. Seksi Geologi Tata Lingkungan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XXII
DINAS PENDAPATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 41

(1) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Dinas Pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang pendapatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Pendapatan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pendapatan ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 42

Dinas Pendapatan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

2. Sub Bagian Penyusunan Program;

3. Sub Bagian Keuangan ;

4. Sub Bagian Perlengkapan.

c. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data
Pendapatan, membawahi :

1. Seksi Analisa Sistem Informasi Pendapatan ;
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2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;
3. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan.
d. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Pajak;
2. Seksi Pendataan dan Pengenaan Pajak;
3. Seksi Keberatan dan Administrasi Penagihan.
e. Bidang Pendapatan lain-lain, membawahi :
1. Seksi Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
2. Seksi Bagi Hasil Pajak:
3. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak.
f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi , membawahi :
1. Seksi Pengendalian ;
2. Seksi Evaluasi.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XXIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 43

(1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah di
lapangan.

(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
UPT mempunyai fungs; :
a. pelaksanaan tugas dinas daerah sesuai dengan bidang
operasionalnya di lapangan :

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 45

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uralan tugas dan fungsi
UPT Dinas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 46

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.
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(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh Gubernur.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang
- undangan yang berlaku.

BAB XXV
TATA KERJA
Pasal 47

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan funginya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Dae,ah
serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
pokoknya masing - masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah - langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing
serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XXVI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 48

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah
sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas, Kepala Sub Bagian
dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas
melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku.
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BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah tercantum pada Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing - masing Dinas Daerah dan
Unit Kerja di bawahnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur :

1. Nomor 11 Tahun 2000 tentang Dinas Informasi dan Komunikasi
Provinsi Jawa Timur dan Perubahannya ;

2. Nomor 12 Tahun 2000 tentang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan
Perubahannya;

3. Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Pariwisata Previnsi Jawa Timur;

4. Nomor 16 Tahun 2000 tentang Dinas Kependudukan Provinsi Jawa
Timur dan Perubahannya ;

5. Nomor 17 Tahun 2000 tentang Dinas Koperasi dan UKM Previnsi
Jawa Timur ;

6. Nomor 21 Tahun 2000 tentang Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa
Timur;

7. Nomor 22 Tahun 2000 tentang Dinas Permukiman Provinsi Jawa
Timur;

8. Nomor 23 Tahun 2000 tentang Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa
Timur;

9. Nomor 29 Tahun 2000 tentang Dinas Peternakan Provinsi Jawa
Timur;

10.Nomor 30 Tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Timu ;

11.Nomor 31 Tahun 2000 tentang Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
dan Perubahannya ;

12.Nomor 32 Tahun 2000 tentang Dinas Kepemudaan dan
Keolahragaan Provinsi Jawa Timur ;
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13.Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur.dan Perubahannya ;

14.Nomor 34 Tahun 2000 tentang Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Timur;

15.Nomor 35 Tahun 2000 tentang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa
Timur;

16.Nomor 36 Tahun 2000 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timu dan Perubahannya ;

17.Nomor 37 Tahun 2000 tentang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

18.Nomor 38 Tahun 2000 tentang Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Jawa Timur ;

19.Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Timur ;

20.Nomor 40 Tahun 2000 tentang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa
Timur;

21.Nomor 6 Tahun 2001 tentang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Timur;

22.Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Provinsi Jawa Timur ;

23.Nomor 8 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Kusta Daerah Kediri Provinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur

24.Nomor 19 Tahun 2000 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas
Peternakan Provinsi Jawa Timur,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 53

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya diatur lebih landut clalClm Peraturan
Gubernur.

Pasal 54
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Agustus 2008
GUBRNUR JAWA TIMUR
ttd
H. IMAM UTOMO. S
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2008
Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM, Msi.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008
NOMOR 2 TAHUN 2008 SERI D

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim

33



A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2008

DINAS KESEHATAN . .
PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR  : g9 TAHUN 2008

KEPALA DINAS
[ SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. PESNUY?JSSSAN SUB BAG.
TATA USAHA S OGRAM KEUANGAN.
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN PENGEND. PENY. PENGEMB. SUMBER PENGEMBANGAN &
KESEHATAN DAN MASALAH KES. DAYA KESEHATAN PEMBERD. KES. MAS
. SEKSI
SEKSI SEKS!
| KESEHMATAN DASAR || PEMBERANTASAN - Poeffggﬁf;i';’wosy' | SGE:(ZSl‘
DAN PENUNJA -
UNJANG PENYAKIT Mo Kog
Do Kot
KESSEE:AS‘:’AN PENC, PENGAMATAN SEKSI SEKS!
I L | PERYAKIT DAN L | KEFARMASIAN DAN | PROMOS!
PENANGGULANGAN PERBEKALAN KES. KESEHATAN _
KHUSUS : MASAL AH KES o7
SEKSI
SEKSI SEKS! SEKSI
L_|  KESEMATAN L] PENYEHATAN L pemBiavAsN | lNFci:aTlgﬁiGoAN
KELUARGA LINGKUNGAN KESEHATAN KESEHATAN
UPTD (
I




B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TIMUR

UPTD
| ]

KEPALA DINAS
| SEKRETARIAT
KELOMPOK .
JABATAN FUNGSIONAL . l
SUB BAG. SUB BAG. PESNUYBUSSS'AN SUB BAG.
TATA USAHA PERLENGKAPAN PROGRAM KEUANGAN
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG
PELAYANAN DAN BANTUAN DAN
REHABILITAS! PEM%%RS‘,’:JAAN PERLINDUNGAN PENGE&"&ANGAN
SOSIAL SOSIAL
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
| PELAY. DAN REHAB. || PEMBINAAN || BANTUAN KORBAN | PENGEMBANGAN
SOSIAL ANAK & PARSOSMAS BENCANA KELEMBAGAAN
LANSIA UKS DAN BINJUT
SEKSI : SEKS! SEKSI SEKSI
FPELAY. & REHAB. PEMB. KEPAH - PENG. SUMBER
1 SOS. PENYANDANG T | LAWANAN & KESETIA o DANA SOS. & ] PEN;SE{LJ:&Z'DAN
TUNA SOS. KAWANAN SOS JAMINAN SOS
SEKSI SEKSI SEKSI
|| PELAY.& REHAB. | PEMBERDAYAAN, || ADvokasipaN
SOS. PENYANDANG FAKIR MISKIN & PERLINDUNGAN ;
CACAT MASY.TERPENCIL SOSIAL




C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINS| JAWA TIMUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK
JABATAN.FUNGSIONAL

l 1

SUB BAGIAN Pseurﬁrﬁls\gr'«:NN SUB BAGIAN
TATA USAHA S OGRAM KEUANGAN

[ | | I l

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG o
PENDIDIKAN TK / SD PENDMENENGAH e ENDIDIKAN PENDIDIKAN NON TENAgA ﬁgﬁo oIk
DAN PENDIDIKAN PERTAMA & DAN PERGURUAN FORMAL,INFORMAL DANKEPENDMJKLN
KHUSUS PEND.MENEGAH ATAS TINGG] dan NILAI BUDAYA
i SEKSI SEKSI
SEKSI SEKS! SEKSI
|| PENDIDIKAN TAMAN - PENDIDIKAN ANAK -
ANAJEME B ! EMES ]
Ak KANAK MANAJEMEN MANAJEMEN Co1A DINt (PAUD) TENAGA PENDIDIK
SEKSI SEKSH
] PENDIDIKAN ] SEKSI L] SEKSI L PENDIDIKAN - Tiil:é'A
KURIKULUM Ri1 \ MASYARAKAT (DIKMAS
SEKOLAH DASAR KURIKULU . pisalooad KEPENDIDIKAN
SEKSI SEKSI
SEKSI
] SEKSI B CARANA N | penpioaN L_| TENAGA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN KHUSUS NN el KARAKTER dan NON FORMAL DAN
N A
PEKERTI BANGSA INFORMAL

UPTD j
L




D. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT
SUB BAG. PES;K%SCSAN SUB BAG.
TATA USAHA R KEUANGAN

il

1

l

[

I

1

BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN LALU LINTAS ANGKBU'TD:‘SfALAN FZDESSREANS?S;K"LN ii’?:ﬁ%ﬂf PERHUBUNGAN | | PERHUBUNGAN
ASI JALAN
TRANSPORT LAY LLASDP LAUT UDARA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
' | PENGEMBANGAN | MANAJEMEN DAN | | ANGKUTAN DALAM — BIMBINGAN DAN | |  PERKERETA 1 LALULINTAS —  ANGKUTAN
SISTEM REKAYASA TRAYEK KESELAMATAN APIAN ANGKUTAN LAUT UDARA
SEKSI SEKS!
SEKSI AKREDITAS! SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI KESELAMATAN
| I ' -l 1 PENERBANGAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DAN ANGKUTAN TIDAK 1 FASILITASI LLASDP r“ KEPELABUHAN SERTIFIKAS
PRASARANA PRASARANA DALAM TRAYEK OPERASIONAL KELAIKAN UDARA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI KEBANDAR
L1 PENGEMBANGAN | Y TEKNIK RANCANG L{  PEMBINAAN L{ PENGAWASAN S | iggéﬁ:ﬁk’;:: L] UDARAAN &
SARANA BANGUN ANGKUTAN DAN PENERTIBAN PERK A. & LALASDP PELAYARAN FASLEKTRIK

UuPTD Li]

/
b
.
%
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E. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR

- KEPALA DINAS
| SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. PESNUYBl.lgSSAN SUB BAG.
TATA USAHA PROGRAM KEUANGAN
BIDANG BIDANG
PENG'EBEI?AngiGAN BIDANG BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG PENGELOLAAN
TEKNOLOG! DISEMINASI DAN JARINGAN TEKNOLOGI POS DAN INFRASTRUKTUR
INFORMASI KOMUNIKASI INFORMAS! DAN TELEKOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATIKA KOMUNIKASI DAN KOMUNIKAS!
~ SEKSH
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI pé?f)sp\'N PENGEMBANGAN
l— PENGEMBANGAN - LAYANAN t—— KOMUNIKASI — PEMBERD. TIK | FILATELI — INFRASTRUKTUR
PEMERINTAH TEKNOLOG! INFORMASI
PERANGKAT LUNAK INFORMAS! PUBLIK SOSIAL DAN KOMUNIKASI
SEKSI
( SEKS! SEKSI KEM‘TRii';SPIROFES, SEKS! SEKSI PENGENDALIAN
— PENGEMBANGAN l— MEDIA INTERAKTIF - KOMUNIKAS! & ' — PEMBERD.TIK — TELEKOMUNIKASI | | TE;:;T%%T#;J::ASI
PERANGKAT KERAS INFORMASI MASYARAKAT AN KOMUNIEAS)
SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI Y
PEMELIHARAAN
- SEKSI L_{ MEDIA INFORMASI L KOMUNIKASI | | PENGEMB. MUATAN | PENGAWASAN ‘—1  INFRASTRUKTUR
LAYANAN TIK PEMERINTAH K DAN PENERTIBAN TEKNOLOGI INFORMAS | *
DAN KOMUNIKASI

UrPTD




F.BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRAS! DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

HUB. INDUSTRIAL

KERJA

uPTD

KEPALA DINAS
J SEKRETARIAT
KELOMPOI
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. PES&?JECSAN SUB BAG.
TATA USAHA SROGRAM KEUANGAN
BIDANG BIDANG HB'DA"(‘;GN BIDANG BIDANG BIDANG
PELATIHAN DAN PENEMPATAN ‘NDUUSBT‘-‘;';‘ALADAN PENGAWASAN KEPENDUDUKAN MOBILITAS
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA SYARAT KERJA KETENAGAKERJAAN h PENDUDUK
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKS!
| NSTRUKTUR BIMBINGAN || KELEMBAGAAN | | NORMA KERJA DAN PENDAFTARAN | PeENvIAPAN,
PELATIHAN JABATAN DAN HUBUNGAN JAMINAN SOSIAL PENDUDUK DAN PENDAFTARAN DAN
BURSA KERJA INDUSTRIAL TENAGA KERJA CATATAN SIPIL SELEKS!
SEKS! SEKSI SEKSI
SEKS! SEKS! SEKS!
PERBAIKAN
SERTIFIKASI TENAGA PENEMPATAN || SYARAT KERUA || KESELAMATAN || PENGELOLAAN PELAYANAN
KERJA DAN TENAGA KERJA ' KERJA INFORMA St TRANSMIGRAS!
PEMAGANGAN UPAH dan PENDUDUK He
KESEJAHTERAAN
SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
| | LEMBAGA LATIHAN PERLUASAN N PENYELESAIAN ! KESEHATAN KERJA ! PERKEMB.DAN PENATAAN DAN
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PERSELISIHAN DAN LINGKUNGAN PENGKAJIAN PEMBERDAYAAN
PENDUDUK PENDUDUK

AN



G. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS

J SEKRETARIAT

KELOMPOK .
JABATAN FUNGSIONAL : l
I l

SUB BAG. pSEUNBYgQSLﬁ:\NN SUB BAG.
TATA USAHA PROGRAM KEUANGAN

l l [ | |

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BUDAYA, SEN! DAN SEJARAH, MUSEUM PENGEMBANGAN PE?:QSA:‘RGAN PRt
PERFILMAN DAN PURBAKALA PRODUK PARIWISATA DARIVISATA
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
_— — | USAHA SARANA | DATA DAN —— KETENAGA KERJAAN
BUDAYA SEJARAH “n .
PARIVISATA INFORMASI DAN PELATIHAN
= , SEKS!
| SEKSI SEKSI — USASf«:—:iSA — AziEISSA ] BIMBINGAN
KESENIAN PERMUSEUMAN PARIWISATA PASAR MASYARAKAT
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
— — — OQOBYEK DAYA TARIK — PROMOSI e PERAN SERTA
PERFILMAN KEPURBAKALAAN WISATA KERJASAMA MASYARAKAT

UPTD




H. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINS! JAWA TIMUR

KEPALA DINAS

[ SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL ]
SUB BAG. P;}’fugﬁz‘m SUB BAG.
TATA USAHA PROGRAM KEUANGAN
BIDANG BIDANG
BIDANG FASILITAS!,
KELEMBAGAAN USAH?%%NP%RAS‘ Ui‘;’é’?‘LMéizo' ' PEMBIAYAAN DAN
KOPERASI USAHA SIMPAN
MENENGAH(UMKM) BINJAM
SEKSI
SEKSI SEKS! SEKS!
—— ORGANISAS!I DAN —— L:’SEAR}QQSES;QNI;Q:' p—r PENGEMBANGAN — USAHA SIMPAN
TATA LA A %] INJAM
A KSAN KEHUTANAN KERJA SAMA UMKM PINJ
PENfngLAN SEKS! SEKSI SEKSI
e Ao | USAHA PERIKANAN | PENGEMBANGAN || PENGENDALIAN
HUKUM DAN PETERNAKAN INFORMASI BISNIS SIMPAN PINJAM
SEKS! USAHSAE:;'?DAG SEKSI SEKSI
— PENGAWASAN DAN —— INDUSTRI! DAN ’ ‘] PENGEMBANGAN L{ PEMBIAYAAN JASA
AKUNTABILITAS PERTAMBANGAN PEMASARAN KEUANGAN

UPTD ’]
¢




. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAH RAGAAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS
i SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL J
SUB BAG. PESNUYBUSCS'AN SUB BAG.
] TATA USAHA PROGRAM KEUANGAN
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG
enSimiom || e
EUDA AKTIVITAS PEMUDA OLAHRAGA PRESTASI EHREAS
L
SEKSI SEKSI SEKS!
L ORGANISASI JALUR | KEPEMIMPINAN & | PENGEMBANGAN | | SEKSI
KEMASYARAKATAN KEPELOPORAN SDM DAN IPTEK OLAH RAGA KHUSUS
PEMUDA COLAH RAGA
SEKSI!
SEKSH SEKSI SEKSI
— N ] PELESTARIAN &
— CRXGANISAS! JALUR - WAWASAN DAN — PEMBIBITAN PENGEMB. OLAH
PENDIDIKAN o KREATIVITAS OLAHRAGA RAGA TRADISIONAL
SEKSI
L ORGANS,SE:\(;[JALUR | SEKSI | | PENGEMB ORGANISA | SEKSI
GNAT 8 BAKAT KEWIRAUSAHAAN SI & KEJUARAAN OLAH RAGA MASSAL
e ~ OLAH RAGA
UPTD -
-




J. BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS PU. BINA MARGA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS
| SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL -~
SUB BAG. PESNUY?JSGSAN SUB BAG.
TATA USAHA S OGRAM KEUANGAN
BIDANG BIDANG
PENGATURAN DAN BISADTAET(?‘JIK PEMBANGUNAN pEMEILDl:ngAN
PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI PEMBANGUNAN
|| PENGATURAN JALAN | - || PEMELIHARAAN
o eman T BINA TEKNIK JALAN DAN PENINGKATAN e
JALAN
SERST
SEKS SEKS! SEKS|
|| PENGENDALIAN | BINA TEKNIK | D::';"EB:I:%‘}J(':’?;N || PEMELIMARAAN
JALAN & JEMBATAN JEMBATAN PNy JEMBATAN
SEKSI SEKSI SEKST SEKS!
| | ADMTEKNIK | ADMTEKNIK | ADM.TEKNIK || AomTEKNK
PENGATURAN JALAN BINTEK JALAN & PEMB JALAN & PEMELJALAN G | .
& JEMBATAN JEMBATAN JEMBATAN JEMBATAN /
/,
UPTD - /}f
/
[




K. BAGAN SUSUNAN

ORGANISASI DINAS PU. PENGAIRAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS

il

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

l

SUB BAG. P&”ﬁgﬁgm SUB BAG.
TATA USAHA CROGRAM | KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAYAGUNAAN PEMBANGUNAN DAN OPERAS! & BINA MANFAAT
SUMBER DAYA AIR PENGEMBANGAN PEMELIHARAAN
SEKS]
SEKSI
SEKS! SEKSI PEMANFAATAN
| PENGEMBANGAN - - -
SUMBER DAYA AIR TATA TEKNIS OPERASI DAN PENGELOLAAN
ASSET
SEKSI SEKSI SEKS!
|| INFORMASI DAN | | PEMBANGUNAN & SEXSI KERJASAMA &
PENYULUHAN PENGEMBANGAN ] PEMELIHARAAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA AIR AIR PERMUKAAN MASYARAKAT
SEKSI SEKSI
SEKS! SEKSI
| SURVE! PENELITIAN PEMBANGUNAN & L] BN DAN L PENGAWASAN &
DAN PEMETAAN PENGEMBANGAN PENGANMANAN F INGS! PENGENDALIAN
IRIGASI SUMBER AIR !

UPTD -




L. BAGAN SUSUNAN

ORGANISASI DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINS! JAWA TIMUR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. PESNUYBUSCSAN SUB BAG.
TATA USAHA PROGRAM KEUANGAN
BIDANG AIR BERSIH
BIDANG BIDANG BIDANG PENYEHATAN
TATA RUANG TATA BANGUNAN PERUMAHAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN
SEKSI SEKS! SEKSI SEKs
|| PENATAAN RUANG || PERENCANAAN | PERENCANAAN 1 P even ot
PROVINS! BANGUNAN GEDUNG PERUMAHAN PERMUKIMAN
SEKSI SEKS! SEKSI SEKSH
| | PENATAAN RUANG || persinian rermis PERUMAHAN AIR BERSIH PENYEH.
KAWASAN BANGUNAN GEDUNG | PERKOTAAN dan | LINGK. PERMUK.
PERKOTAAN B PERDESAAN PERKOT.
SEKSI SEKS SEKS!
|| PENATAAN RUANG JASA KONSTRUKS! & || AIR BERSIH PENYEH. ,
KAWASAN — PENGELOLAAN LINGK. PERMUK. //
PERDESAAN BANGUNAN GEDUNG PERDESAAN /
SEKSI ;/
|| PENGENDALIAN dan UPTD ‘
EVALUASI TATA
RUANG L




M. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS

| SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. pEiUY%SSSAN SUB BAG.
TATA USAHA SROGRAM KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PRODUKSI SARANA PENGOLAHAN &
PODUKSI TANAMAN PEMASARAN
PANGAN HORTIKULTURA PRASARANA HASIL
| — ] ] — 1
SEKSI
SEKS! - SEKSH Sii[::illA | _| PASCA PANEN
[ PADI BUAH-BUAHAN — PRODUKS! LPENGOLAHAN
J HASIL
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKS! PENDAYA -
|3 KACANG-KACANG AN S PEMASARAN
A SAYURAN GUNAAN LAHAN
& UMBIUMBIAN DAN AIR HASIL
SEKS! Ern N SEKSI
L] SCREASUE_KLS; . L TANAMAN HIAS DAN L -"‘BD':J““ L |  PENGEMBA.
£ A YL IOFARMA
BIO KA PERMODALAN NGAN USAHA

UPTD ]



N. BAGAN SUSUNAN ORGANISASH
DINAS PERKEBUNAN
PROVINS! JAWA TIMUR

KEPALA DINAS

[ SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
B BAG.
SUB BAG. PESNUYUSCSAN SUB BAG.
TATA USAHA PROGRAM KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG USAHA
SARANA DAN PRODUKS! PERLINDUNGAN TANI
PRASARANA PERKEBUNAN
— — ——
SEKS!
SEKS! TASNEAKf:LN SEKS! PENGEMBANGAN
KONSERVASI [ USAHA DAN
SARANA PRODUKSI SEMUSIM PEMASARAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGENDALIAN
SARANA DAN SEKTS‘;:::::AN ORGANISME || PENGOLAHAN
] PRASARANA PENGGANGGU HASIL
PENGOLAHAN TANAMAN
SEKS! SEKSI
| SARANA DAN SEKSI GANGGUAN L _ SEKSI
PRASARANA TANAMAN REMPAH USAHA KELEMBAGAAN
DAN PENYEGAR PERKEBUNAN

PERLINDUNGAN

UPTD j




O. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS

l

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG

KESEHATAN HEWAN

SEKRETARIAT
SUB BAG. PEiUY%SGﬁAN SUB BAG.
TATA USAHA iy KEUANGAN
BIDANG BIDANG
KESEHATAN BUDIDAYA ,
MASYARAKAT PENGEMB. TERNAK BIDANG AGRIBISNIS
& HEWAN LAINNYA

I

SEKSI
PENGAMATAN PENYAKIT
HEWAN & PELAYANAN
MEDIK VETERINER

SEKSI
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT HEWAN

SEKSI
PENGAWASAN
OBAT HEWAN

VERTERINER

I

SEKSI
PRODUK PANGAN
ASAL HEWAN

SEKSI
PRODUK NON
PANGAN ASAL HEWAN

SEKSI
HYGIENE SANITASI &
KESEJAHTERAAN
HEWAN

r__J

SEKSI
KAWASAN &
PEMBIBITAN

SEKSI
PAKAN DAN
TEKNOLOG!

SEKSI
PENYEBARAN &
PENGEMB.TERNAK
& HEWAN LAINNYA

UupPTD

F——]

SEKSI
PELAY. KEAHLIAN,
INFORMASI DAN
PERIJINAN

SEKSI
KELEMBAGAAN
SDM DAN
PENYULUHAN

SEKSI
BINA USAHA DAN
PEMBIAYAAN




P. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS
[ SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
TATA USAHA PENYUSUNAN KEUANGAN PERLENGKAPAN
BIDANG
BIDANG BIDANG
BIDANG PENGOLAHAN DAN
PERIKANAN BUDI KELAUTAN, PESISIR
PERIKANAN TANGKAP ! PEMASARAN HASIL
DAYA DAN PENGAWASAN PERIKANAN
1 | 1 ]
SEKSI SEKS! SEKSI SEKSI
- CRODUKSI || EKSPLOITASI DAN || KELAUTAN PESISIR | PENGEMB.USAHA
TEKNOLOGI & PULAU-2 KECIL DAN PEMASARAN
SEKSI SEKSI SEKS|
PRASARANA DAN PRASARANA DAN SEKSI
| SARANA PERIKANAN | | SARANA PERIKANAN T Pitig‘g:g“ﬁg:” ] BINA MUTU
BUDIDAYA TANGKAP A
SEKSI
SEKSI
KESEHATAN IKAN SEKSI
L L  OPERASIONAL S ,
BUDIDAYA DAN CELABUNHAN PELAYANAN USAHA /

LINGKUNGAN

UPTD




Q. BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS

| SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. PES&%SCSAN SUB BAG.
TATA USAHA S ROGRAM KEUANGAN
BIDANG BiDANG
BIDANG PEMANTAPAN BIDANG BINA REHAB.LAHAN DAN
PLANOLOG! PRODUKSI
KEHUTANAN KAWASAN HUTAN & KEHUTANAN PERHUTANAN
KONSERVASI ALAM SOSIAL
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
|| INVENTARISASI - PsﬂéggéiﬁﬁgAN L | PRODUKSI HASIL | REHAB. HUTAN DAN
KEHUTANAN RPN HUTAN LAHAN
SEKSI
SEKS! SEKSI SEKS!
| DATA DAN STATISTIK | PERLINDUNGAN -—-TEiﬁﬁsﬁfﬁggiAN || BIMBINGAN TEKNIS
KEHUTANAN HUTAN DAN KELEMBAGAAN
HUTAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
|  INFORMASI DAN | KONSERVASI DAN L] INDUSTRIHASIL L1 PERHUTANAN
KERJASAMA WISATA ALAM HUTAN SOSIAL

UPTD
: ]




R. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. PEiUY%SGﬁAN SUB BAG. SUB BAG.
TATA USAHA PROGRAM KEUANGAN PERLENGKAPAN
BIDANG BIDANG BIDANG
BIDANG INDUSTRI ALAT BIDANG BIDANG
sg‘::%"é’iﬁf' INDUSTRI AGRO DAN Mlg;ﬁslg:(lé(rﬁzwku TRANSPORTASI PERDAGANGAN PERDAGANGAN M;‘ggﬁg o
KIMIA ,ANEKA ELEKTRONIKA & DALAM NEGERI INTERNASIONAL
SEKSI SEKSI SEKS!
SEKSt SEKS! SEKSI
|| sTANDARISASI & | | INDUSTRIMAKANAN INDUSTRI LOGAM | | INDUSTRIALAT || BINA PASAR DAN SEKSI | | PENGELOLAAN
HKI INDUSTRI MINUMAM DAN DAN MESIN ANGKUT DARAT & DISTRIBUS| EKSPOR STANDAR &
TEMBAKAU JASA KETEHNIKAN LABORATORIUM
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PROMOSI, SEKSI
! DESAIN PROD. - INDUSTRI TEKSTIL || SEKSI | | PENINGK.PENGG. || SEKSI .
INDUSTRI gii';gﬁﬁ;:::{” DAN PRODUK INDUSTRI MARITIM PROD. DLM.NEG & IMPOR DA &
TEKSTIL PENGEMB.USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI INDUSTRI || PENGWS.BRG PROMOS! & [__| SARANA &
—1 INDUSTRIKIMIA INDUSTRI ANEKA —1 ELEKTRONIKA & BEREDAR&PER — KERJASAMA PENYULUHAM
TELEMATIKA LIND. KONSUMEN. PERDAG.INTER. KEMETROLOGIAN

AN

UPTD




S. BAGAN SUSUNAN ORGANISAS!

DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS
l SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. PE?Q%?JSL?NGAN SUB BAG.
TATA USAHA PROGRAM KEUANGAN
BIDANG
BIDANG
PERTAMBANGAN ENERGI & BIDANG BIDANG
UMUM & MIGAS KETENAGA AIR TANAH GEOLOG!
LISTRIKAN
SEKSI SEKSI SEKSI
|| INVENTARISAS! . INVENTARISASI SEKSI || INVENTARISAS
SUMBER DAYA ENERGI & KETENAGA — INVENTARISAS! GEOLOGI
MINERAL & MIGAS LISTRIKAN AIR TANAK
SEKS!I PEMANFAATAN SEKSI SEKS! SEKSI
|| DANKONSERVASI PEMANFATAAN | | PEMANFATAAN DAN VULKANOLOG! &
PERTAMBANGAN UMUM ENERGI & KETENAGA KONSERVASI AIR MITIGASI BENCANA
DAN MIGAS LISTRIKAN TANAH GEOLOG!I
SEKSI SEKS!
SEKSI SEKSI
L PENGAWASAN || PENGAWAS. ENERGI L | pEnGAWASAN AIR L | GEOLOGITATA
PERTAMBANGAN DAN KETENAGA TANAH LINGKUNGAN
UMUM & MIGAS LISTRIKAN

UPTD -

/Q/




T. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS
[ ‘ SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL I
SUB BAG. PESNL%?CSAN SUB BAG. SUB BAG.
TATA USAHA PROGRAM KEUANGAN PERLENGKAPAN
BIDANG
PENGEMBANGAN BIDANG BIDANG BIDANG

SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH PENDAPATAN LAIN - PENGENDALIAN DAN

DAN PENGOLAHAN LAIN EVALUAS!

DATA PENDAPATAN

SEKSI . SEKSI
|| ANALISA SISTEM || SEKSI | PeNDAPATAN | SEKS!
INFORMASI PELAYANAN PAJAK DAERAH BUKAN PENGENDALIAN
PENDAPATAN PAJAK
SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN SEKSI | SEKSI
SISTEM INFORMASI — p:sggﬁmb‘piﬁ:x BAGI HASIL PAJAK - EVALUASI
PENDAPATAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGOLAHAN DATA KEBERATAN &
| DAN PELAPORAN | ADMINISTRAS! —] BAGI H‘Qﬂk:u“”
PENDAPATAN PENAGIHAN

UPTD -




